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TEITTAIYG

PEITCABUTAIT PERATT'RAIT DAERAII PROVIilSI ilUSA TEITGGARA TIUI'R
ITOMOR 7 TAHI'N 2OO8 TTITTAITG I'RUSAIT PEUIRIITTAHAN YAITG
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GI'BTRIII'R ltUSA TEIIGGARA TI[II'R.

Mentmbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 7 Tahun 2OOB tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi

Nusa Tenggara Timur, bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah dan Perubahannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang

Urusan Pemerintahan yffig menjadi Kewenangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6a9);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1; L

1)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor

20361;

Dengpn PersetqJuan Bersana

DSWAIT PERWAISIAI| RAITYAT I'AERAII PROVTilSI
I{USA TEIT(X}ARA TIUI'R,

drn
GI'BIRI{I'R I{USA TTI{GGARA TIUT'R

ilenetapkan

TETUTUSXAIf :

: PERATIIRAN DA.ERAII TEITTA'IIG PEIICABUTAII
PERATI'RAIT DAERAE PROVII|SI ITUSA TEITGGARA

TIXI'R, ITOIOR 7 TAIIST 2(XIS TEITTAI5G I'RUAAI5

PFTUERIITTAE/III YAIIG UEIIJADI XEWETAIIGAII PROVIITSI
trUSATETGGANA TIUI'R.

Passl 1

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2OO8

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Nusa

Tengsara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2OO8 Nomor O07 Seri E Nomor O05, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor OO16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. f

4.

5.



Pasd 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

DaerahinidenganpenempatannyadalamlrmbaranDaerahProvinsiNusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang

pada tanggal 28 Oktober 2O16

TIMUR,

Diundangkan di KuPang

pada tanggal 28 Oktober 2O16

I s"**rr. AERAH PROVINSI

TIMUR, 
Y
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